
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.748, 2023   LKPP. Kelas Jabatan. Pencabutan 
 
 

PERATURAN 
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

NOMOR 5 TAHUN  2023 

TENTANG 
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan penetapan kelas jabatan 
berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana 

ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas 

Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta adanya 
perubahan nomenklatur sebagaimana ketentuan dalam 

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor  

106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dan penyesuaian kelas jabatan 
untuk jabatan fungsional oleh instansi pembina, perlu 

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di 

Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah;  

  b. bahwa penetapan kelas jabatan di Lingkungan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah 
mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan 
surat dengan Nomor B/986/M.SM.04.00/2021 perihal 

Persetujuan Penetapan Perubahan Evaluasi Jabatan di 
Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah pada tanggal 9 September 2021 dan surat 
Nomor B/154/M.SM.02.00/2023 perihal Persetujuan 
Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal  
2 Februari 2023; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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Mengingat : 1.  Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);  

3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang 

Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak 
Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 84); 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1636); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 112); 

   
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH. 
 

Pasal 1 
(1) Daftar Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan 
dalam Peraturan Lembaga ini terdiri atas: 

a. Jabatan Pimpinan Tinggi; 
b. Jabatan Administrasi; dan 
c. Jabatan Fungsional. 

(2) Daftar Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. 
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Pasal 2 
Setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 
Pasal 3 

(1) Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan serta 
penambahan jabatan sesuai persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 9 

September 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Lembaga ini. 
(2) Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan dan kelas 

jabatan serta penambahan jabatan sesuai persetujuan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Lembaga ini. 

 
Pasal 4 

Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional hasil penyetaraan 

dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
mengatur tentang penghasilan Pejabat Administrasi yang 

terdampak penataan birokrasi. 
 

Pasal 5 
(1) Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Fungsional 

hasil penyetaraan sebagaimana pasal 3 ayat 1 dibayarkan 

mulai bulan Oktober 2021. 
(2) Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Fungsional 

hasil penyetaraan sebagaimana pasal 3 ayat 2 dibayarkan 
mulai bulan Maret 2023.  

 
Pasal 6 

Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi, 

Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan mulai 

Peraturan ini diundangkan. 
 

     Pasal 7 
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 2 tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 8 
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 20 September 2023 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN  HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ASEP N. MULYANA 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 September 2023 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

HENDRAR PRIHADI 
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